BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Subang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Subang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 5494);



Menetapkan

PERATURAN BUPATI
POKOK, FUNGSI DAN
TEKNIS DAERAH PEM
PERLINDUNGAN ANAK
PENDUDUK, KB, PEM
PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan
Nomor 23 Tahun

Kedua Atas Undang-Undang
2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 358,
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor

tentang Perangka
Republik Indonesia

Peraturan Menteri |
Nomor 12 Tahi
Pembentukan dan
Unit Pelaksana ]
Republik Indonesia

Peraturan Daerah
Tahun 2016 tentd
Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten

Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 5679);

18 Tahun 2016
t Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114 ;

Dalam Negeri Republik Indonesia
in 2017 tentang Pedoman
Klasifikasi Cabang Dinas Dan
‘eknis Daerah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 451);

Kabupaten Subang Nomor 7
ng Pembentukan dan Susunan
Kabupaten Subang (Lembaran
Subang Tahun 2016 Nomor 7),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten

Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang

(Lembaran Daerah
Nomor 1);

Peraturan Bupati
tentang Susunan
Dinas (Berita Dae
2016 Nomor 32);

Kabupaten Subang Tahun 2018

Subang Nomor 32 Tahun 2016

Organisasi Perangkat Daerah
rah Kabupaten Subang Tahun

Peraturan Bupati [Subang Nomor 67 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, KB

Perempuan, dan
Subang (Berita Da
2016 Nomor 67);

Pemberdayaan
Perlindungan Anak Kabupaten

erah Kabupaten Subang Tahun

Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dan

Pemerintah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang|Tahun 2018

Badan Daerah di Lingkungan
(Berita Daerah
Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

SUBANG TENTANG TUGAS

TATA KERJA UNIT PELAKSANA
BERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PADA DINAS PENGENDALIAN

BERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KABUPATEN SUBANG




BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Subang ;

1.
2.

Unit Pelaksana Teknis
melaksanakan sebagia
di bidang Pengendalian
Pemberdayaan Perem

. Kelompok Jabatan

Pemerintah Daerah

adalah Kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanpan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom ;

Bupati adalah Bupati Subang ;

Dinas adalah Dinalrs1

Pengendalian Penduduk, KB

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Subang ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan,

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Subang ;

Unit Pelaksana Te
disingkat UPTD
Perempuan dan P
Pengendalian
Perempuan,
Subang ;

Kepala Unit Pelaks

dan

Penduduk,

knis Daerah yang selanjutnya
adalah UPTD Pemberdayaan
erlindungan Anak Pada Dinas
KB Pemberdayaan
Perlindungan Anak Kabupaten

a Teknis Daerah adalah Kepala

UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Dinas P

engendalian Penduduk, KB

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Subang ;

Pegawai Negeri Sipil
hak
untuk melaksanakas
dalam rangka meng
dinas.

TUGAS P
Ba
T

Fungsional adalah Kelompok
yang diberi tugas, wewenang dan

secara penuh oleh pejabat yang berwenang

n kegiatan yang sesuai profesinya
lukung kelancaran tugas pokok

BABII
ODKOK DAN FUNGSI
gian Pertama
ugas Pokok
Pasal 2
Daerah mempunyai tugas pokok
n tugas teknis operasional dinas

| Penduduk, Keluarga Berencana,
puan dan Perlindungan Anak

sesuai dengan kebijakslanaan Kepala Dinas.




Ba

Untuk menyelenggarak
dimaksud pada Pasal 2

gian Kedua
Fungsi
Pasal 3

ran tugas pokok sebagaimana
, Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Progy
Keluarga Berencana
Perlindungan Anak ;

. Pelaksanaan Keb
Penduduk, Keluarg
Perlindungan Anak ;

Pelaksanaan Pem
Penduduk, Keluar
Perempuan dan Perl

. Pelaksanaan desimir

Pelaksanaan moni
Pengendalia  Pend
Pemberdayaan Perer
Penyelenggaraan tek

Penyusunan lapord
Penduduk, Keluar
Perempuan dan Perl

Bidang Tug

K

Kepala UPTD mempu
mengkoordinasikan, me
kegiatan UPTD dalam
teknis operasional d
Penduduk, Keluarga
Perempuan dan Perlindw

Kepala Sul

(1) Sub Bagian Tata
melaksanakan P

é:ngelolaan

am Pengendalian Penduduk,
, Pemberdayaan Perempuan dan

Pengendalian
Perempuan dan

jakan  Teknis
a Berencana,

Pengendalian
Pemberdayaan

binaan  Teknis
ga  Berencana,
indungan Anak ;

Hasi informasi tekologi ;

toring dan evaluasi kegiatan
uduk, Keluarga  Berencana,
npuan dan Perlindungan Anak ;

nis administratif ketatausahaan ;

n hasil kegiatan Pengendalian
ga Berencana, Pemberdayaan
indungan Anak

Bagian Ketiga

ras Unsur Organisasi
Paragraf 1
epala UPTD
Pasal 4
nyai tugas pokok memimpin,

claksanakan dan mengendalikan
melaksanakan sebagian tugas

inas di bidang Pengendalian
Berencana, Pemberdayaan
ingan Anak ;
Paragraf 2
F Bagian Tata Usaha
Pasal 5

Jsaha mempunyai tugas pokok
urusan umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;

(2) Untuk menyelengg:
sebagaimana dimak
Kepala Sub Bagian T

a. Perumusan Progr
UPTD Pembe
Perlindungan Ang

arakan tugas pokok
sud pada ayat (1), Sekretariat
ata Usaha, mempunyai fungsi :

ram kerja di bidang Tata usaha

rdayaan Perempuan dan
K ;




. Perumusan  kebijakan  teknis  pelaksanaan
administrasi umum, perlengkapan, keuangan
kepegawaian dan| pelaporan di lingkungan UPTD
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ;

. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian dan pelaporan di

lingkungan UPTD
Perlindungan Anal

. Penyusunan da

Pemberdayaan Perempuan dan

k;

n

penyiapan pedoman dan

petunjuk tatalaksana administrasi umum ;

. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD
Pemberdayaan Rerempuan dan Perlindungan
Anak ;

Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan

sinkronisasi pelak
dengan Instansi
terkait di wilayah 1

. Pengumpulan, pe
dan informasi di bi

. Pengelolaan dal
kepegawaian, keus
di lingkungan UJ

rsanaan program/kegiatan UPTD

dan/atau Perangkat Daerah
Kerjanya ;

nyusunan dan penyajian data
dang kearsipan ;

n bimbingan administrasi
ingan, peralatan dan perbekalan
°TD Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor,
perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan
protokol ;

j. Penyelenggaraan |pembinaaan organisasi dan
tatalaksana dalam arti membina dan memelihara
seluruh kegiatan kelembagaan dan
ketatalaksanaan di lingkungan UPTD
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ;

k. Pelaksanaan monjtoring dan evaluasi kegiatan
UPTD Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ;

l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
UPTD Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan
pokok melaksanakan
profesional sesuai den

Fungsional mempunyai tugas
sebagian kegiatan UPTD secara
gan kebutuhan ;




(2) Kelompok  Jabatal
dimaksud pada aya
pokoknya bertanggu

(1) Kelompok Jabata

n Fungsional sebagaimana
t (1) dalam melaksanakan tugas
ng jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

n Fungsional sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang Jal
dalam berbagai ke
keahliannya ;

(2) Setiap kelompok se
(1) dipimpin oleh s
yang ditunjuk dianta
lingkungan UPTD ;

(3) Jumlah Jabatan Fu
pada ayat (1) ditenty
beban kerja ;

(4) Jenis dan Jenjang J
dimaksud pada aj
Peraturan Perundan

T/
Ba

yatan Fungsional yang terbagi
lompok sesuai dengan bidang

bagaimana dimaksud pada ayat
corang tenaga fungsional senior
ira tenaga fungsional yang ada di

ngsional sebagaimana dimaksud
1kan sifat, jenis, kebutuhan dan

labatan Fungsional sebagaimana
yat (1) diatur sesuai dengan
g-undangan.

BAB III

ATA KERJA

gian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

(2) Pelaksanaan fungsi
dibidang

Berencana,
Perlindungan

diselenggarakan ol

Jabatan Fungsions

masing-masing ;

administratif berada

kepada Kepala Dinas

Pengenc
Pemlt
Ang

UPTD sebagai pelaksana teknis
lalian Penduduk, Keluarga
erdayaan Perempuan dan
k, kegiatan  operasionalnya
ch  Pelaksana dan Kelompok
! menurut bidang tugasnya

Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis

dibawah dan bertanggungjawab
s dan dalam melaksanakan tugas

pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional

dengan instansi
fungsinya ;

14

Setiap pimpinan sg

in yang berhubungan dengan

ituan organisasi di lingkungan

UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi,

simplifikasi ;

UPTD wajib memim

serta petunjuk pelak

Setiap pimpinan sg

integrasi, sinkronisasi dan

ituan organisasi di lingkungan
pin dan memberikan bimbingan
sanaan tugas kepada bawahan.




B

Wilay

Wilayah Kerja UPTD Pe
meliputi 15 Wilayah, yai

(1) UPTD Perempuan ¢

meliputi :

1. Kecamatan Subar
2. Kecamatan Dawu

(2) UPTD Perempuan d

meliputi :

1. Kecamatan Cijam
2. Kecamatan Kason

(3) UPTD

1. Kecamatan Jalan

2. Kecamatan Kason

(4) UPTD

1. Kecamatan Sagala
2. Kecamatan Seran

(5) UPTD Perempuan ¢

meliputi :

1. Kecamatan Cisalal

2. Kecamatan Tanju

(6) UPTD Perempuan ¢

meliputi :

1. Kecamatan Cibogg
2. Kecamatan Cipun

(7) UPTD Perempuan d

meliputi :

1. Kecamatan Kalijati ;
2. Kecamatan Cipeus

(8) UPTD Perempuan de

meliputi :

1. Kecamatan Pabua
2. Kecamatan Patokl

(9) UPTD Perempuan d

meliputi :

1. Kecamatan Pagg
2. Kecamatan Pagsa

(10) UPTD Perempuan
meliputi :

1. Kecamatan Bino
2. Kecamatan Tam

Perempuan
Jalancagak, meliput]

Perempuan
Sagalaherang, melip

agian Kedua

yah Kerja UPTD
Pasal 9

rempuan dan Perlindungan Anak
itu :

lan Perlindungan Anak Subang,

g ;
an .

lan Perlindungan Anak Cijambe,

be ;
nalang.

] dan Anak

i :

Perlindungan

cagak ;
ralang.

dan  Perlindungan  Anak

uti :
iherang ;
gpanjang.

lan Perlindungan Anak Cisalak,

k ;
ngsiang.

lan Perlindungan Anak Cibogo,

D 5
agara.

lan Perlindungan Anak Kalijati,

=]

’

ndeuy.

ain Perlindungan Anak Pabuaran,

ran ;
peu si.

an Perlindungan Anak Pagaden,

iden ;
iden Barat.

dan Perlindungan Anak Binong,

ng,
bakdahan.




(11) UPTD

Perempuan dan Perlindungan Anak
Pamanukan, melithi :
1. Kecamatan Pamanukan ;
2. Kecamatan Sukasari.
(12) UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak

Legonkulon, meliputi :
1. Kecamatan Leggnkulon ;
2. Kecamatan Pusakanagara.

(13) UPTD Perempuan
meliputi :

dan Perlindungan Anak Ciasem,

1. Kecamatan Ciasem ;
2. Kecamatan Blanakan.

(14) UPTD

Perempuan
Purwadadi, meliputi :

dan  Perlindungan Anak

1. Kecamatan Purwadadi ;
2. Kecamatan Cikapm.

(15) UPTD

Perempuan
Compreng, meliputi :

dan  Perlindungan Anak

1. Kecamatan Compreng ;

2. Kecamatan Pusakajaya.

Bagian Ketiga

(1) Kepala UPTD wajib

Pelaporan

Pasal 10

memberikan laporan tentang

pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas
dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

UPTD wajib mengiku

ti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada

waktunya ;

(3) Setiap laporan yang
organisasi  dari

bawah,
dipergunakan sebags

diterima oleh pimpinan satuan
wajib  diolah dan
i bahan pertimbangan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan ;

(4) Pengaturan

mengenai

jenis dan cara

penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan

Perundang-undangan.

Bagign Keempat

Hak

Mewakili

Pasal 11

(1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD

menunjuk Kepala Sub

Bagian Tata Usaha ;




Diundangkan di
pada tanggal 14

SEKRETARIS DA

(2) Dalam hal Sub Bag
maka Kepala UPT
Pejabatn Fungsional

fungsinya.

KE

(1) Kepala UPTD diangk
atas usul Kepala Di

(2) Kepala UPTD berks¢

dalarm mempersiapk

Bupati dibidang kep

(3) Pejabat-pejabat laini
dan diberhentikan

gian Tata Usaha berhalangan,
D menunjuk Pelaksana atau
berdasarkan tugas pokok dan

BAB IV
PEGAWAIAN
Pasal 12

at dan diberhentikan oleh Bupati
nas ;

*wajiban dan bertanggungjawab
ran bahan rancangan kebijakan
egawaian ;

nya di lingkungan UPTD diangkat
oleh Bupati atas usul Kepala

Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini| mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalar
Subang.

Subang :

A

n

TAHUN 2018 NOMOR :

Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Subang

16 2018

el

67






